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SALiNAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR  6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN」A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Mcnirl■ bang   i a. bahwa bcrdasarkan Pcraturan Gubcrnur Sumatcra Utara

Nomor 50 Tallul1  20,O  telah ditetapkan Pell」 abaran

Anggaran Pcndapatan dan Bclatta lDaerah Provinsi Stlmatcra

Utara Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan Bab H huruf D angka 4 huruf a

Lalnpiran  Peraturan  ⅣIcntcri  Dalam  Ncgcri  Republik

lndoncsia Nomor 77 Tahtln 2020 tentang Pcdoman Tcknis

Pcngclolaan Kcuangan Dacrah, yang rrlcnyatakan bah、va

belatta tidak tCrduga digunakan untuk mcnganggarkan

pcngcluaran Llntuk kcadaan darurat termasuk kcpcrluan

mendesak yarlg tidak dapat diprediksi scbelumnya dan

pengcmbalian atas kclcbihan pernbayaran atas pcncrirnaan

daerah tahun― tahun scbelurnnya serta untuk bantuan sosial

yang tidak dapat dircncanakan scbclLlrnnya;

b.
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bahwa berdasarkan Bab H hurLLf D angka 4 hurLLf k

Lampirarl Peratural■  Mente五  Dalam Nege五  Republik

lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tcntang Pedoman Tcknis

Pengelolaan Keuangan Daerah,yang inenyatakan bahwa tata

cara penggunaan belatta tidak terduga untuk mendanai

keperluan lrlendesak dilakukan lrlelalui pergeseran anggaran

dari belatta tidak terduga kepada belatta SKPD/Unit SKPD

yang membidangi;

bahwa bcrdasarkan Bab VI huruf D angka l hurtlf  h

Lalmpiralll Pcraturan Menteri Dalarn Ncgeri Republik

lndonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tcknis

Pengclolaan Keuangan Daerah, rnenyatakan bahwa pada

kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

pembahan APBD dapat dilakukan sebclum pertlbahan APBD

melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan

kepada pirrlpinan DPRD. Kondisi tertcntu tersebut dapat

berupa  kondisi  mendesak  atau  perubahan  prioritas

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;

bahwa berdasarkan Pasa1 5 dan Larnpiran Peraturarl Mente五

Keuangal■  Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rangka Mendukung Penanganan PandcIIli Coroれ α

yittιs Dおθαse 2019 (COVID-19)dtt DaFnpaknya, pagu

alokasi DAK Fisik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Prcsidcn Nomor l13 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran

Pendapatan dan Bclatta Negara rrlengalanli pengurangarl;

bahwa berdasarkan Pasa1 9 ayat (1)Peraturan Menteri

Keuangan Nolnor 17/PMK.07/2021 tcntarlg Pengelolaほ n

Transfer ke Dacrah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Dalarn Rangka Mendukung Penanganan Pandelrli Coroれα

yiんιs Dたθasθ 2019 (COVID-19)dan Darrlpaknya, yang

menyatakan bahwa agar Peme五 ntah Dacrah menyediakan

dukungan pendanaan untuk belan」 a kesehatan penanganan

pandel■i Corona yiんιs Dおοαse 2019(COVID-19)dan belatta

prioritas lainnya;

d.

C.

f.
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bahwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk
melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok

belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar
rincian obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam
jenis belanja yang sama, pada Perangkat Daerah di
iingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d huruf e, huruf f,

dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor

50 Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

11O3);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Ncgara (Lernbaran Negara Repr-rb1ik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan

Pengeiolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nornor

4404\;

h.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.
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Undang― Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistcm

Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Ncgara

Rcpublik lndoncsia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor 4421);

Undang― Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tcntang

Perilnbangan Kcuangan Antara Pcmerintah Pusat dan

Pcmcrintahan Dacrah(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia

Tahun 2004 Nornor 128, Tambahan Lcmbaran Ncgara

Republik lndoncsia Nomor 4438);

Undang― Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tcntang

Pemerintahan Dacrah(Lcmbaran Ncgara Republik lndoncsia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik lndoncsia Nomor 5587)scbagailnana tclah diubah

beberapa kali tcrakhir dcngan Undang-1」 ndang Nomor 9

Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Kcdua atas Undang― Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Dacrah

(Lcmbaran Ncgara Republik lndoncsia Tahun 2015 Nomor

58,Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor

5679);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Dana

Perilnbangan (Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndoncsia Nomor 4575);

Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tcntang Sistem

lnformasi Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Ncgara Republik

lndoncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4576)scbagailnana tclah

diubah dcngan Peraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 56

Tahun 2005 tcntang Sistcrn lnformasi Keuangan Daerah

(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2010 Nomor

l10,Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor

5155);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang

Pclaporan  Kcuangan  dan  Kinctta lnstansi  Pcmerintah

(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2006 Nomor

25,Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor

4614);

9.

10.
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2A17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6Oa7);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Der,van

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OLB tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 622a);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

64 Tahun 2A2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor

77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2076 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2A2O tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2O2L (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2O2O Nomor 4);

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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20.Pcraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tcntang Susunan

Organisasi Badan Dacrah dan lnspektorat Dacrah Provinsi

Sumatera Utara (Berita Dacrah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 40)scbagailnana telah diubah beberapa

kali tcrakhir dcngan Pcraturan Gubcrnur Nomor 15 Tahun

2020 tentang Perubahan Kcempat Atas Peraturan Gubcrntlr

Sumatcra Utara Nomor 39 Tahun 2016 tcntang Susunan

Organisasi Badan Dacrah dan lnspektorat Daerah Provinsi

Sumatcra Utara (BCrita Dacrah Provinsi Sumatcra Utara

Tahun 2020 Nomor 15);

21,Pcraturan Gubcrnur Nomor 50 Tahun 2020 tcntang

Pettabaran Anggaran Pcndapatan dan Belatta Dacrah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Provinsi Sumatcra Utara Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 50 TAHUN

2020 TENTANG PEN」ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELAN」A DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2021.

Pasal I

Bcbcrapa kctcntuan dalarn Pcraturan Gubernur Sumatcra Utara

Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pel■ 」abaran Anggaran Pendapatan

dan Bclal■」a Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2021(Bcrita Daerah Provinsi Sumatcra Utara Tahun 2020 Nomor

51)diubah sebagai berikut:

1.Kctcntuan Pasa1 3 diubah schingga berbunyi scbagai bcrik■ lt:

Pasa1 3

Anggaran  pcndapatan  dacrah  tahun  anggaran  2021

dircncanakan   scbcsar   Rp.13.481.416.357.958,00  yang

bcrsumbcr darl:

a.pcndapatan asli dacrah;

b, pcndapatan transfcr;dan

c. lain lain pendapatan dacrah yang sah.
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2.Kctcntuan Pasa1 6 町 at(1), 等 at(2)dan ayat(3)diubah

schingga bcrbunyi sebagai bcrikut:

Pasa1 6

(1)Anggaran pendapatan transfcr sebagailnana dirnaksud

dalarn  Pasa1  3  huruf  b  dircncanakan  sebesar

Rp.7.398.696.992.300,00, yang terdiri atas pendapatan

transfcr pcmcrintah pusat;

(2)Anggaran pendapatan transfer sebagairrlana dilnaksud

pada     avat     (1)    dircnCanakan     scbcsar

Rp.7.398.696.992.300,00,  yang  tcrdiri  atas  dana

perllnbangan;

(3)Anggaran dana perilnbangan scbagairnana dirnaksud pada

ayat(2)dircnCanakan scbcsar Rp.7.398.696.992.300,00,

yang tcrdiri atas:

a.Dana Transfer Umum― Dana Bagi Hasil(DBH)scbCSar

Rp.440.441,729.300,00;

b.Dana Transたr Umum―Dana Alokasi Umurn (DAU)

sebcsar Rp.2.545.202.693.000,00;

c.Dana Transfer Khusus― Dana Alokasi Khusus(DAK)

Fisik sebcsar Rp.351.822.306.000,00;dan

d.Dana Transた r Khusus― Dana Alokasi Khusus(DAK)

Non Fisik scbesar Rp.4.061.230.264.000,00;

3.Ketentuan Pasa1 9 diubah sehingga berbunyi sebagai bcrikut:

Pasa1 9

Anggaran bclatta daCrah tahun anggaran 2021 direncanakan

sebesar Rp.13.713.416.357.958,00,yang terdiri atas:

a. bclan」 a operasi;

b.belatta mOdal;

c. bclatta tidak tcrduga;dan

d.belatta transfer.

4.Kctcntuan Pasal 10鉛 rat(1),ayat(2),ayat(3),ayat(4)dan ayat

(5)diubah SChingga bcrbunyi scbagai bcrikut:
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Pasal 10

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9

huruf a direncanakan sebesar Rp. 10. 1,2O.796.880.330,00,

yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja hibah;

d. belanja brantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.663.011.315.660,00.

{3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar

Rp. 2.544 .223.621.690,00.

( ) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp. 3.892 .9OO.347.44O,AA.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.661.595.540,OO.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , ayat (4) dan

ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 1

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp.3.663.011.315.660,00, yang terdiri atas :

a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar

Rp. 1 .897 .065.499.736,00;

b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar

Rp.79 7 .254.OO7 .7 45,OO;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan

objektif lainnya ASN sebesar Rp. 815.192.691.732,AA;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar

Rp. 1 23.7 47 .51O.61 0,00;

e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar

Rp.2.312.826.837 ,OO;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH sebresar Rp.8.707 .537 .000,00;
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(2)Anggaran belal■」a gaji dan tulaJangan ASN scbagailnana

dirnaksud pada ayat(1)huruf a dircncanakan scbesar

Rp.1.897.065.499.736,00,yang terdiri atas:

a. bclatta     gtti     pOkOk     ASN     scbcsar

Rp.1.413.940.829.286,00;

b. belal■Ja   tun」angan   kcluarga   ASN   sebesar

Rp.134.246.711.791,00;

c. belatta   tun」angan   jabatan   ASN   sebesar

Rp.16.969.087.012,00;

d. belatta   tuttangan   f■lngsional   ASN   scbcsar

Rp.93.603.401.000,00;

c.bclatta tuttangan hngsional umum ASN scbcsar

Rp.22.374,971.978,00;

f. bclan」 a    tunJangan    beras    ASN    scbcsar

Rp.67.255.470.998,00;

g. bclal■」a  tul■Jangan  PPh/tullJangan  khusus  ASN

scbcsar Rp.10.864.124.982,00;

h. bclatta    pCmbulatan    gtti    ASN    scbcsar

Rp.21.814.539,00;

i. bclatta iuran jaminan kcschatan ASN  scbcsar

Rp.126.193.820.068,00;

j. bclall」 a iuran jarninan kccclakaan kctta ASN scbcsar

Rp.2.898.841.992,00;dan

k. belan」 a  iuran jaminan  kcrl■ atian  ASN  sebcsar

Rp.8.696.426.090,00;

(3)Anggaran   belalaJa   tambahan   penghasilan   ASN

scbagailnana  dirnaksud  pada  ttrat  (1) huruf  b

direncanakan  scbcsar  Rp.791.254.007.745,00,  yang

terdiri atas:

a.tambahan penghasilan berdasarkan beban ketta ASN

scbcsar Rp.766.026.691.745,00;

b.tambahan pcnghasilan bcrdasarkan kclangkaan profcsi

ASN scbcsar Rp.25.227.316.000,00;
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(4)Anggaran    tambahan    pcnghasilan    berdasarkan

pertimbangan ottCktiflainnya ASN scbagailnana diinaksud

pada  avat  (1)    huruf  C  direncanakan  scbesar

Rp.815。 192.691.732,00,yang tcrdiri atas:

a.bclatta insentif bagl ASN atas pcrntlngutan pa」 ak

dacrah sebesar Rp.119.589,920.732,00;

b.belan」 a bagi ASN atas inscntif pernungutan rctribusi

dacrah scbcsar Rp.0,00;

c.belatta Tuttangan Profcsi Guru(TPG)PNSD scbcsar

Rp.627.207.840.000,00;

d.Bclatta Tuttangan Khusus Guru(TKG)PNSD scbcsar

Rp.19.940.535.000,00;

c.belatta Tambahan Penghasilan(Tarnsil)Guru PNSD

scbesar Rp.3.090.000,000,00;

f.  belalη a Honorariuin sebcsar Rp.45.327.796.000,00;

(5)Anggaran belatta gtti dan tun」 angan DPRD scbagailnana

dirnaksud pada ttrat(1)huruf d direncanakan sebesar

Rp.123.747.510.610,00,yang terdiri atas:

a.bclan」 a  uang   reprcscntasi   DPRD   scbesar

Rp.3.222.939.000,00;

b.bclatta  tuttangan   kcluarga  DPRD   scbesar

Rp.368.501.000,00;

c.belall」 a   tuttangan   beras   DPRD   scbesar

Rp.281.185.000,00;

d.bclan」 a uang pakct DPRD scbesar Rp.396.113.000,00;

e.bclan」a  tuttangan  jabatan  DPRD  sebesar

Rp.4.640.215.000,00;

f. belatta tul■」angan alat kelengkapan DPRD sebesar

Rp.671.243.000,00;

g. belan」 a tuttangan alat kclcngkapan lainnya DPRD

sebcsar Rp.95.306.000,00;

h.belall」 a tuttangan komunikasi intensif Pirnpinan dan

Anggota DPRD scbcsar Rp.25.200.000.000,00;

i. belatta   tuttangan   rcscs   DPRD   sebcsar

Rp.6.300.000.000,00;
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j. bclatta pCmbcbanan PPh kepada Pirnpinan dan

Anggota DPRD scbcsar Rp.158.615.000,00;

k. bclall」 a  tuttangan  kcsaahtcraan  Pirnpinan  dan

Anggota DPRD sebesar Rp.53.929.185.000,00;

1. bclan」 a  t■lttangan  transportasi  DPRD  sebcsar

Rp.28.356.083.610,00;

m.bclatta  uang jasa  pcngabdian  DPRD  scbcsar

Rp.128.125.000,00;

(6)Anggaran bclatta gtti dan tuttangan KDH/WKDH
scbagairnana dirnaksud pada a,rat(1)humf C direncanakan

sebesar Rp.2.312.826.837,00,yang terdiri atas:

a.belal■」a   gtti   pOkOk   KDH/WKDH   scbesar

Rp.77.112.000,00;

b.bclall」a tuttangan keluarga KDH/WKDH sebesar

Rp.9,939.000,00;

c.bclan」 a tuttangan jabatan KDH/WKDH scbcsar

Rp.138.802.000,00;

d.belal■」a  tuttangan  beras  KDH/WKDH  sebesar

Rp.6.205.000,00;

e.belal■Ja    tuttangan    PPh/Tuttangan    Khusus

KDH/WKDH sebcsar Rp.10.588.000,00;

f.bclatta  pCmbulatan  gtti  KDH/WKDH  scbcsar

Rp.9.891,00;

g.bclal■」a iuran jaminan kcschatan bagi KDH/WKDH

scbcsar Rp.330.264.000,00;

h.bclatta iuran jaminan kccclakaan kctta KDH/WKDH

scbcsar Rp.159.000,00;dan

i.bclala」 a iuran jaminan kcrnatian KDH/WKDH scbcsar

Rp.476.000,00;

j.bclal■」a inscntif bagi KDH/WKDH atas pernun3■tan

pttak dacrah scbcsar Rp.1.739.271.946,00;

(7)Anggaran Bclal■ 」a PCncrimaan Lainnya Pirllpinan DPRD

scrta KDH/WKDH scbagairnana diⅡ laksud pada ayat(1)

huruf f direncanakan scbesar Rp.8.707.537.000, yang

tcrdiri atas:
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a.bclatta dana Opcrasional Pimpinan DPRD scbcsar

Rp.676.800.000,00;dan

b.bclal■Ja dana  opcrasional  KDH/WKDH  scbesar
Rp.8.030.737.000,00;

6.Kctcntuan Pasal 12勢 rat(1),ayat(2),ayat(3),等 at(4),勢 rat(5)

dan ayat(6)diubah Sehingga bcrbunyi sebagai berikut i

Pasal 12

(1)Anggaran belatta barang dan jasa sebagairnana dirnaksud

dalam Pasal 10 ayat(1)huruf b direncanakan sebesar

Rp。 2.544.223.621.690,00,yang tcrdiri atas:

a.bclan」 a barang scbcsar Rp.467.305.353.745,00;

b. bclanJa」 aSa scbcsar Rp. 1.185.682.043.005,00;

c. bclatta pcmcliharaan scbcsar Rp.295.100.011.670,00;

d.belalnJa      pettalanan      dinas      sebesar

Rp.385.469.932.770,00;

e.belanJa uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada

pihak   kctiga/pihak   lain/masyarakat   scbcsar

Rp. 172.797.522.500,00;

f. bclal■ja   barang   dan  jasa   BLUD   scbesar

Rp.37.868.758.000,00;

(2)Anggaran bclatta barang sebagairnana diinaksud pada

ayat   (1)   huruf   a    dircncanakan    scbcsar

Rp.467.305.353.745,00,yang terdiri atas:

a.bclal■」a    barang    pakai    habis    scbcsar

Rp.467.305.353.745,00;dan

b.bclan」 a barang tak habis pakai scbcsar Rp.0,00;

(3)Anggaran belatta jaSa sebagaiinana dirnaksud pada ayat

(1)     huruf     b     direncanakan     sebesar

Rp.1.185.682.043.005,00,yang tcrdiri atas:

a. bclal■」aJasa kantor scbcsar Rp.725.961.225.605,00;

b.bclan」 a    iuran    jalninan/asuransi    scbcsar

Rp.212.986.407.245,00;

c. bclatta sCV・ 7a tanah scbcsar Rp.4.043.600,000,00;

d.bclal■」a  se、、ra  peralatan  dan  mcsin  sebcsar

Rp.44.712.561.449,00;
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c.bclal■」a  scⅥZa  gcdung  dan  bangunan  scbesar

Rp.44.330.023.800,00;

f. belan」 a   se、va   asct   tctap   lainnya   scbcsar

Rp.327.550.000,00;

g.bclan」 a  jasa   konsultansi   konstruksi   scbcsar

Rp.94.727.428.732,00;

h.bclatta jaSa konsultansi non konstruksi scbcsar

Rp.6.188.950.000,00;

i. bclatta  JaSa  Kctcrscdiaan  Layanan  (Aυαι:ibj::`y

EQymenfl scbCSar Rp.21.450.000,00;

j. bclal■」a   BCasiswa   Pcndidikan   PNS   scbcsar

Rp.110.000.000,00;dan

k.bclan」 a kursus/pelatihan,sosialisasi,biinbingan tcknis

serta   pcndidikan   dan   pclatihan   scbcsar

Rp.39.047.537.000,00;

1. bclal■」a jasa inscntif bagi pcga、 vai non ASN atas

pcmungutan      pttak      dacrah      scbcsar

Rp.13.225.309.174,00.

(4)Anggaran belan」 a pcmeliharaan scbagairnana dilnaksud

pada  ttat  (1)  huruf  C  dircncanakan  scbcsar

Rp.295,100.011.670,00,yang terdiri atas:

a.belal■」a pcmcliharaan pcralatan dan mesin scbcsar

Rp.31.504.135.094,00;

b.belan」 a pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar

Rp.216.199.971.626,00;

c. bclatta pCmcliharaan jalan, jaringan,  dan lrigasi

scbcsar Rp.46.876.217.500,00;dan

d.belal■」a pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar

Rp.519.687.450,00;

(5)Anggaran bclatta pCttalanan dinas scbagairnana dirnaksud

pada  ayat  (1)  huruf  d  dircncanakan  sebesar

Rp.385.469.932.770,00,yang tcrdiri atas i

a.belatta  pettalanan  dinas  dalam  ncgeri  sebesar

Rp.375.762.256.670,00;

b.bclan」 a  pcttalanan  dinas  luar  ncgcri  scbesar

Rp.9.707.676.100,00;
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(6)Anggaran Bclal■」a uang dan/atau jasa untuk dibcrikan

kcpada pihak ketiga/pihak lain/maSyarakat sebagairnana

dirnaksud pada ttrat(1)huruf C direncanakan scbcsar

Rp. 172.797.522.500,00,yang tcrdiri atas:

a.bclanJa  uang  yang  diberikan  kepada  pihak

kctiga/pihak     lain/masyarakat          scbcsar

Rp. 172.773.335.000,00;

b.belan」 a jasa yang dibcrikan kcpada pihak kctiga/pihak

lain/masyarakat sebcsar Rp.24.187.500,00;

(7)Anggaran belal■」a barang dan jasa BLUD sebagailnana

dilnaksud pada ttat(1)huruf f dircncanakan sebesar

Rp.37.868.758.000,00, terdiri  atas bclatta barang dan

」asa BLUD sebcsar Rp.37.868.758.000,00.

7.Kctcntuan Pasal 13 ayat(1)dan ayat(4)diubah SChingga

bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasa1 13

(1)Anggaran belatta hibah sebagairnana dilnaksud dalam

Pasal  10 可 at (1)   huruf c direncanakan scbesar

Rp.3.892.900.347.440,00,yang tcrdiri atas:

a.bclal■」a hibah kcpada Pcmcrintah Pusat sebesar

Rp.5.000.000.000,00;

b.belan」 a hibah kepada pemerintah daerah lainnya

scbcsar Rp.7.907.138.949,00;

c. belan」 a hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia

scbcsar Rp.478.548.090.091,00;

d.bclal■」a     hibah     dana     BOS     sebesar

Rp.3.393.853.850.000,00;

c.bclan」 a hibah bantuan kcuangan kcpada Partai Politik

scbcsar Rp.7.591.268.400,00;

(2)Anggaran  bclan」 a  hibah  kcpada  Pcmerintah  Pusat

scbagailnana  dirnaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a

dircncanakan scbcsar Rp.5,000.000.000,00 yang tcrdiri

atas:
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a.bclal■」a hibah uang kcpada Pcmcrintah Pusat scbesar

Rp.3.000.000.000,00;

b.bclan」 a hibah barang kcpada Pcmcrintah  Pusat

sebcsar Rp.2.000.000.000,00;

Anggaran belatta hibah kcpada pemcrintah dacrah iainnya

sebagaiinana  dilnaksud  pada  ayat  (1) huruf  b

dircncanakan scbcsar Rp.7.907.138.949,00 yang  tcrdiri

atas Belal■」a hibah Barang kepada pemcrintah dacrah

lainnya;

Anggaran  bclan」 a  hibah  kepada  badan,  lcmbaga,

organisasi  kcmasyarakatan  yang  bcrbadan  hukum

lndoncsia scbagairnana dirnaksud pada ayat(1)hurtlf C

dircncanakan sebesar Rp.478.548.090.091,00 yang tcrdiri

atas:

a.bclanJa hibah kcpada badan dan lcmbaga yang bcrsifat

nirlaba,  sukarcla  dan  sosial  yang  dibcntuk

bcrdasarkan peraturan pcrundang― undangan scbcsar

Rp.69.060.696.000,00;

b. bclatta hibah kcpada badan dan icmbaga nirlaba,

sukarcla  dan  sosial yang  tclah  mcrniliki  surat

kctcrangan tcrdaftar scbesar Rp.26.001.411.830,00;

c. bclal■」a hibah kepada badan dan lembaga nirlaba,

sukarcla  bcrsifat  sosial  kemasyarakatan  scbesar

Rp.382.835.982.261,00;

d. bclatta    hibah    kcpada    kopcrasi    scbcsar

Rp.650.000.000,00;

Anggaran Bclan」 a Hibah Dana BOS pada〔 りrat(1)huruf d

dircncanakan  scbcsar  Rp.3.393.853.850.000,00  yang

tcrdiri atas:

a.bclatta hibah uang dana BOS yang Ditcrilna olch

Satdikdas Negeri scbcsar Rp.476.553.000.000,00;

b.bclarl」 a hibah uang dana BOS yang Diterirna olch

Satdikdas S、 vasta sebesar Rp.1.660.224.000.000,00;

(6)

(7)
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c.bclal■」a hibah uang dana BOS yang Ditcrilna olch

Satdikmen S、vasta scbcsar Rp.1.247.066.850.000,00;

d.bclal■」a hibah uang dana BOS yang Ditcrilllla olch

Satdiksus Swasta scbcsar Rp.10.010.000.000,00;

(8)Anggaran Bclall」 a Hibah Bantuan Kcuangan kcpada Partai

Politik sebagailnana dilnaksud pada ayat (1)huruf c

direncanakan scbesar Rp.7.591.268.400,00 yang terdiri

atas Bclan」 a Hibah bcrupa Bantllan Kcuangan kcpada

Partai Politik.

8.Kctcntuan Pasal 14 響 at(1)dan ttat(3)diubah SChingga

bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 14

(1)Anggaran bclan」 a bantuan sosial scbagairnana dilnaksud

dalam Pasal 10 ayat(1) huruf d direncanakan scbcsar

Rp.20.661.595.540,00,yang tcrdiri atas i

a.bclal■」a bantuan  sosial kcpada lndividu scbcsar

Rp.1.287.800.000,00;

b.bclan」 a bantuan sosial kcpada kclompok masyarakat

sebesar Rp.19.373.795.540,00;

(2)Anggaran  Bclatta  bantuan  sosial  kcpada  lndividu

scbagailnana  dirnaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a

dircncanakan sebesar Rp.1.287.800.000,00, yang tcrdiri

atas i

a.belan」 a bantuan sosial uang yang direncanakan

kcpada lndividu scbcsar Rp.885.000.000,00;

b.belatta bantuan sosial barang yang direncanakan

kcpada lndividu scbcsar Rp.402.800.000,00;

(3)Anggaran  Bclatta  bantuan  sosial  kcpada  kelompok

masyarakat scbagairnana dirnaksud pada鉤 ″at(1)huruf b

direncanakan sebesar Rp. 19.373.795.540,00,yang terdiri

atas:

a.bclal■Ja bantuan sosial uang yang dircncanakan

kepada     kclompok     masvarakat     scbesar

Rp.19.373.795.540,00;
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b.bclallJa bantuan sosial barang yang dircncanakan

kepada kelompok rnasyarakat sebesar Rp.0,00;

9.Kctcntuan Pasa1 15 diubah schingga berbunyi scbagai bcrikuti

Pasal 15

(1)BClatta modal sebagairnana dirll■ aksud dalarn Pasa1 9

huruf b dircncanakan sebcsar Rp.1.241.251.847.810,00,

yang tcrdiri atas:

a.bclatta mOdaltanah;

b.belatta rl10dal pcralatan dan mcsin;

c.belatta inOdal gcdung dan bangunan;

d.bclall」 a rnodaljalan,jaringan,dan irigasi;

c. bclala」 a rnodal asct tctap lainnya.

(2)Bclal■」a rl10dal tanah scbagailnana dirnaksud pada ttrat(1)

huruf a direncanakan scbcsar Rp.33.926.336.337,00.

(3)BclainJa  mOdal  peralatan  dan  rnesin  scbagairnana

dirllaksud pada ttat(1)huruf b direncanakan scbcsar

Rp.222.722.969.997,00.

(4)Bclatta mOdal gedung dan  bangunan  scbagairnana

dirnaksud pada 
～

rat(1)huruf c dircncanakan scbcsar

Rp.367.174.319.294,00.

(5)BclallJa mOdal jalan, jaringan, dan irigasi scbagailnana

diFnakSud pada ayat(1)huruf d direncanakan scbesar

Rp.603.527.292.152,00.

(6)Bclal■」a modal aset tetap lainnya sebagairnana dirlllaksud

pada  ttat  (1)  huruf  C  dircncanakan  scbcsar

Rp. 13.900.930.030,00.

10.Kctentuan Pasal 16 ayat(2), 管 at(3), 響 at(4)dan ttrat(5)

diubah sehingga berbunyi sebagai beriktlt i

Pasal 16

(1)Anggaran bclatta modal tanah scbagairnana dirnaksud

dalam Pasal 15 等 at(1)huruf a dircncanakan scbcsar

Rp.33.926.336.337,00, yang terdiri atas Belatta mOdal

tanah;


